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Menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin Covid-19 dosis lengkap
minimal 14 hari sebelum keberangkatan sebagai persyaratan memasuki Indonesia.
Menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara/wilayah asal yang sampelnya diambil dalam
kurun waktu maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan
kesehatan atau e-HAC Internasional di Indonesia.
Melampirkan Visa Kunjungan Singkat atau izin masuk lainnya sesuai peraturan perundangan yang
berlaku.
Menunjukkan bukti kepemilikan asuransi kesehatan dengan nilai pertanggungan minimal USD25.000
yang mencakup pembiayaan penanganan Covid-19.
Menunjukkan bukti konfirmasi pemesanan dan pembayaran (booking) tempat akomodasi dari
penyedia akomodasi selama menetap di Indonesia.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuka empat bandara bagi pelaku perjalanan luar negeri
(PPLN) Non-PMI mulai 4 Februari 2022. Keempat bandara tersebut yaitu Bandara Soekarno Hatta di
Tangerang Banten, Bandara Ngurah Rai di Denpasar Bali, Bandara Hang Nadim di Batam Kepulauan Riau,
dan Bandara Raja Haji Fisabilillah di Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Untuk melakukan pemantauan,
pengendalian, dan evaluasi guna mencegah terjadi peningkatan penularan Covid-19, Kemenhub
menerbitkan Surat Edaran (SE) No. 11/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Luar Negeri dengan
Transportasi Udara pada Masa Pandemi Covid-19. SE tersebut mengacu kepada SE Ketua Satgas Covid-19
No. 12/2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi Covid-19. Seluruh
pelaku perjalanan luar negeri wajib mengikuti ketentuan dan persyaratan dalam SE tersebut, yaitu:

Pengawasan terhadap kepatuhan pelaksanaan aturan tersebut, dilakukan bersama dengan tim gabungan
Satgas Covid-19 di bandara yang terdiri dari TNI/Polri, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Ditjen Keimigrasian,
hingga otoritas bandara. Penyelenggara Angkutan Udara wajib memberitahukan rencana kedatangan
calon penumpang pesawat udara dan memberikan manifes kru serta kargo yang diangkut kepada Ketua
Komite Fasilitasi Bandar Udara, Penyelenggara Bandar Udara, Satgas Bandar Udara, dan Kantor Kesehatan
Pelabuhan.

Pembukaan keempat bandara internasional bagi pelaku perjalanan luar negeri tersebut diharapkan akan
membantu pemulihan ekonomi yang terdampak selama masa pandemi Covid-19, salah satunya adalah
industri penerbangan. Aturan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan volume penerbangan menuju
daerah wisata Indonesia. Selain itu, aturan ini juga diharapkan dapat meningkatkan masuknya devisa baru
yang dapat mengangkat ekonomi lokal di daerah wisata.

Namun ada hal penting yang perlu diperhatikan yaitu ketersediaan fasilitas karantina bagi wisatawan yang
berkunjung. Saat ini, Jakarta sudah memiliki fasilitas karantina yang baik yang bekerja sama dengan
berbagai hotel. Bali juga telah menyiapkan karantina bubble yang bekerjasama dengan lima hotel dengan
total kamar 447 unit di wilayah Nusa Dua, Ubud, Sanur, dan Jimbaran. Untuk 2 daerah lainnya (Batam dan
Tanjung Pinang), perlu dilakukan penguatan terhadap fasilitas karantina agar dapat menekan laju
penyebaran virus Covid-19 namun juga tetap mempertahankan roda perekonomian tetap berjalan.

PEMBUKAAN EMPAT BANDARA
INTERNASIONAL UNTUK PELAKU

PERJALANAN LUAR NEGERI
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Sumber

Bagi DPR RI, aturan perjalanan baru ini dapat menjadi perhatian DPR RI, khususnya dalam
pengawasan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah yaitu pengaturan
mobilitas masyarakat sehingga menekan laju penyebaran virus Covid-19. Komisi V DPR RI
dapat berkoordinasi dengan Kemenhub, Otoritas Bandara, dan pelaku industri penerbangan
untuk memastikan kelancaran pembukaan keempat bandara tersebut namun dengan tetap
mempertahankan protokol kesehatan. Komisi V juga perlu meninjau kesiapan infrastruktur
pada keempat bandara tersebut agar pelaksanaan pembukaan bandara untuk pelaku
perjalanan luar negeri dapat berjalan dengan baik.
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